BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil

dari hasil penelitian mengenai dokter asing di Indonesia adalah:

1. Peraturan terkait izin praktik bagi dokter asing di Indonesia telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam
Permenkes 6/2023 tersebut pendayagunaan TKWNA dapat secara sah
dilakukan apabila TKWNA berpraktik atas permintaan dari Pendayaguna
atau Penyelenggara TKWNA yang meliputi instansi pemerintah yang
menangani urusan di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan
(Lembaga Kesehatan) milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
termasuk fasilitas pelayanan kesehatan miliki Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta maupun Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal
asing, dan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau yayasan
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing
yang terdaftar di instansi yang berwenang dengan bisnis utamanya
bidang kesehatan (Pasal 13 Permenkes 6/2023). Jika tidak ada
permintaan dari Pendayaguna atau Penyelenggara, maka TKWNA tidak
dapat melakukan praktik di Indonesia karena persyaratan-persyaratan
mengenai pemberian izin praktik yang dituliskan dalam Permenkes
6/2023 tentang Pendayagunaan TKWNA tersebut akan dapat terpenuhi
atau dapat dimiliki oleh TKWNA apabila sudah terdapat Pengesahan
atas RPTKA yang diajukan oleh Pendayaguna atau Penyelenggara agar
dapat mendayagunakan TKWNA di Indonesia. Jadi TKWNA hanya
dapat bekerja dalam suatu Lembaga Kesehatan yang sesuai dengan Pasal
13 Permenkes 6/2023 seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maka dari
itu, apabila di Indonesia terdapat dokter asing yang mendirikan praktik

mandiri atau berpraktik tanpa memiliki persyaratan-persyaratan
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sebagaimana yang dituliskan dalam Permenkes 6/2023, maka dokter
asing tersebut dapat dikatakan sebagai dokter yang ilegal atau membuka
praktik secara ilegal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun pengaturan mengenai bagaimana izin TKWNA yang berasal
dari lingkungan ASEAN vyang akan berpraktik di Indonesia yaitu
perjanjian Mutual Recognition Arragement on Medical and Dental
Practitioners (MRA). lzin tersebut didasarkan pada perjanjian antar
negara-negara ASEAN. Dengan adanya MRA ini, perizinan mengenai
TKWNA yang akan berpraktik di Indonesia akan dipermudah karena
adanya pengakuan bidang kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang
telah diakui oleh negara-negara ASEAN dalam suatu organisasinya yaitu
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun untuk perizinan yang
lainnya seperti RPTKA dan SIP maupun STR Sementara, mengikuti
ketentuan dalam Permenkes 6/2023 tentang Pendayagunaan TKWNA.

. Tanggungjawab terkait pelanggaran hak pasien yang disebabkan karena
kelalaian dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter asing di
Indonesia yang dapat diawali karena adanya pelanggaran administrasi
dan pada akhirnya dapat menimbulkan suatu pelanggaran pidana. Jika
terjadi malpraktik yang menyebabkan pelanggaran secara perdata
maupun pelanggaran pidana, dokter asing dapat dikenakan sanksi yang
sesuai dengan peraturan-peraturan khusus yang terdiri dari Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengenaan
sanksi tersebut dapat dilakukan karena adanya asas lex specialis derogat
legi generali yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan
umum. Namun apabila dalam ketentuan khusus tersebut belum diatur
maka pengenaan sanksi akan kembali diatur dalam ketentuan yang
umum. Sanksi perdata dalam hal dokter asing melakukan malpraktik
dalam wanprestasi atau PMH, sanksi perdata yang akan dikenakan
adalah Pasal 1243 KUHPerdata (kasus wanprestasi), Pasal 1365 dan
1366 KUHPerdata, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Kemudian, pengenaan
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6.2

sanksi terhadap dokter asing yang melakukan malpraktik pidana yaitu
akan dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP

dengan hukuman pidana penjara dan denda.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, maka

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah melakukan penyempurnaan dan pembaharuan
terhadap Undang-Undang ataupun aturan-aturan hukum dalam bidang
praktik kedokteran khususnya dalam hal praktik kedokteran oleh
dokter asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturan-
peraturan yang sudah ada yaitu Undang-UU No 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen belum terdapat kepastian hukum yang dapat menciptakan
keadilan bagi seseorang yang dirugikan. Kepastian hukum tersebut
sangat dibutuhkan untuk mengatur bagaimana tanggung jawab
seorang dokter asing yang melakukan tindakan malpraktik saat sedang
melakukan praktiknya di Indonesia.

Bagi Dinas Kesehatan untuk dapat lebih bersifat proaktif terutama
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik-
praktik dokter asing yang ada di wilayah Indonesia khususnya dalam
bidang perizinan, kelengkapan surat-surat, persyaratan, dan lain-lain.
Dengan telah melakukan penertiban terhadap praktik dokter asing di
Indonesia, diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi praktik dokter
asing yang dilakukan secara ilegal yang dapat membahayakan

masyarakat Indonesia.

Bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan
Menteri Kesehatan dalam rangka untuk menanggulangi praktik dokter

asing yang ilegal dengan memeriksa izin praktik dan syarat-syarat
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administratif lainnya untuk berpraktik atau untuk tinggal di Indonesia,
dari dokter asing yang ada di Indonesia.

Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang hendak
melakukan praktiknya di Indonesia untuk dapat berpraktik di
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta tunduk pada peraturan di Indonesia. Kemudian TKWNA wajib
berpraktik apabila terdapat permintaan dari pendayaguna atau
penyelenggara (lembaga kesehatan / rumah sakit) dan melengkapi
segala bentuk perizinan sebelum memulai praktiknya sesuai dengan

apa yang tertulis dalam Permenkes 6/2023.

Bagi Lembaga Kesehatan atau Rumah Sakit sebagai pendayaguna
atau penyelenggara dalam Permenkes 6/2023 yang hendak
mendayagunakan TKWNA vyaitu dengan wajib mengikuti semua
aturan atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan salah satunya adalah mendapatkan Pengesahan atas
RPTKA yang berasal dari kementrian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dengan melengkapi
segala bentuk perizinan TKWNA yang hendak didayagunakan di

bawah pengawasannya.
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